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ABSTRAK

The procurement of goods and services for property projects in Jakarta faces
various challenges, primarily due to inaccuracies in the Self-Estimated Price
(HPS), which lead to significant risks in cost, time, and quality. This study seeks
to identify the dominant risk factors caused by HPS inaccuracies and propose ef-
fective strategies to mitigate their impact on property project procurement. The
research uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) method, with 54 re-
spondents involved, to evaluate three key risk categories: cost, time, and quality,
based on the effects of HPS inaccuracies. The study finds that these inaccura-
cies undermine budget efficiency, cause delays in procurement processes, and
negatively impact the quality of goods or services received. Cost-related risks
include document instability and unforeseen expenses, while time-related risks
involve delays and frequent revisions of the HPS. Quality-related risks stem
from the use of substandard materials and the failure to meet project specifica-
tions. To mitigate these risks, the study proposes updating the HPS with up-to-
date market data, conducting regular price surveys, enhancing the skills of pro-
curement teams, adopting digital technologies such as e-procurement systems,
and improving supplier selection processes. These strategies aim to improve
procurement efficiency, enhance project quality, and ensure cost-effectiveness,
ultimately leading to better project outcomes.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah license.
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Pengadaan barang dan jasa untuk proyek properti di Jakarta menghadapi berbagai tantangan, terutama dise-

babkan oleh ketidakakuratan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang mengarah pada risiko signifikan terkait biaya,
waktu, dan kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko dominan yang disebabkan oleh keti-
dakakuratan HPS dan mengusulkan strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi dampaknya terhadap pengadaan proyek
properti. Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), dengan melibatkan 54 respon-
den, untuk mengevaluasi tiga kategori risiko utama: biaya, waktu, dan kualitas, berdasarkan dampak ketidakakuratan
HPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakakuratan ini mengurangi efisiensi anggaran, menyebabkan keterlam-
batan dalam proses pengadaan, dan berdampak negatif pada kualitas barang atau jasa yang diterima. Risiko terkait biaya
mencakup ketidakstabilan dokumen dan pengeluaran yang tidak terduga, sementara risiko terkait waktu melibatkan keter-
lambatan dan revisi HPS yang sering terjadi. Risiko terkait kualitas berasal dari penggunaan material substandar dan
kegagalan dalam memenuhi spesifikasi proyek. Untuk mengatasi risiko ini, penelitian ini mengusulkan pembaruan HPS

Journal homepage: https://ijc.ilearning.co/index.php/TMJ


https://doi.org/10.33050/tmj
https://orcid.org/0009-0006-1762-8592
https://orcid.org/0000-0001-7875-6105
https://orcid.org/0000-0003-1190-2563
https://orcid.org/0009-0009-4878-8785
mailto:iswaragandhi@gmail.com
mailto:darmawan@trisakti.ac.id
mailto:inavonna@trisakti.ac.id
mailto:lili.kusumawati@trisakti.ac.id
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://ijc.ilearning.co/index.php/TMJ

122 a E-ISSN: 2528-6544 P-ISSN: 2620-3383

dengan data pasar terkini, melakukan survei harga secara rutin, meningkatkan keterampilan tim pengadaan, mengadopsi
teknologi digital seperti sistem e-procurement, dan memperbaiki proses seleksi pemasok. Strategi-strategi ini bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi pengadaan, meningkatkan kualitas proyek, dan memastikan efektivitas biaya, yang pada
akhirnya menghasilkan hasil proyek yang lebih baik.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah license.
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1. PENDAHULUAN

Industri properti di Indonesia [1, 1], khususnya di Jakarta, berkembang pesat seiring dengan meningkat-
nya kebutuhan masyarakat terhadap ruang hunian dan fasilitas lainnya [2, 3]. Pertumbuhan ekonomi dan ur-
banisasi yang cepat di kota besar mendorong percepatan pembangunan sektor properti [4, 5]. Dalam siklus
manajemen proyek properti [6, 7], pengadaan barang dan jasa memainkan peran vital dalam kelancaran opera-
sional dan keberhasilan proyek [8, 9], dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai elemen penting untuk
menentukan kewajaran harga penawaran [10, 11].

Penelitian ini berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) [12, 13],
terutama pada Tujuan 9: Industri [14], Inovasi, dan Infrastruktur [15, 16], dan Tujuan 11: Kota dan Pemukiman
yang Berkelanjutan [17], dengan meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa melalui penggunaan
teknologi yang inovatif dan pengelolaan risiko yang lebih baik [18, 19].

Namun, ketidakakuratan dalam penetapan HPS sering menjadi sumber masalah dalam pengadaan
[20]. Beberapa faktor penyebabnya termasuk fluktuasi harga bahan baku dan keterbatasan data harga pasar
terkini [21]. Ketidakakuratan ini dapat menyebabkan pembengkakan anggaran (overbudget) [22, 23], keter-
lambatan proyek, dan penurunan kualitas barang atau jasa yang diterima [24, 25]. Akibatnya, pengelolaan
risiko dalam proses penyusunan HPS menjadi hal yang mendesak, mengingat dampak luas yang ditimbulkan
terhadap biaya, waktu [26, 27], dan kualitas proyek [28].

Pendekatan yang relevan untuk mengatasi masalah ini adalah metode Analytical Hierarchy Process
(AHP) [29], yang dapat membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko yang terkait dengan keti-
dakakuratan HPS [30], seperti risiko biaya, waktu, dan kualitas [31, 32]. Hasil analisis AHP dapat digunakan
untuk mengembangkan strategi mitigasi yang tepat, dengan mempertimbangkan pemanfaatan teknologi digi-
tal seperti e-procurement dan survei harga pasar [33]. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi yang
dapat meningkatkan akurasi HPS dan mempercepat proses pengadaan tanpa mengorbankan kualitas [34].

2. PERMASALAHAN

Industri properti di Indonesia, khususnya di Jakarta, menghadapi tantangan dalam pengadaan barang
dan jasa untuk proyek-proyek properti [4]. Ketidakakuratan dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
menjadi masalah utama yang berdampak pada efisiensi biaya, waktu, dan kualitas proyek [5]. Ketidakakuratan
HPS dapat menyebabkan pembengkakan anggaran (overbudget), kekurangan anggaran (underbudget), serta
hambatan dalam proses lelang yang mempersulit pelaku usaha dalam menyusun penawaran yang realistis [35].

Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakakuratan HPS antara lain keterbatasan data harga pasar
terkini, fluktuasi harga bahan baku, perubahan regulasi, dan gangguan ekonomi makro [8]. Hal ini menye-
babkan kesenjangan antara nilai perkiraan dan harga pasar yang sesungguhnya, yang pada gilirannya meng-
ganggu kelancaran pengadaan dan pelaksanaan proyek [36]. Risiko lainnya adalah dampak terhadap keterlam-
batan waktu pelaksanaan proyek, yang disebabkan oleh revisi HPS yang berulang dan memperpanjang proses
tender [20].

Selain masalah biaya dan waktu, ketidakakuratan HPS juga mengancam kualitas proyek [24]. Ke-
salahan dalam penetapan HPS dapat memaksa pelaksana proyek untuk memilih material yang lebih murah dan
berkualitas rendah demi menyesuaikan anggaran, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hasil proyek secara
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keseluruhan [21]. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor risiko akibat
ketidakakuratan HPS serta pengembangan strategi mitigasi yang efektif dalam pengadaan proyek properti [37].

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis faktor risiko akibat
ketidakakuratan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan barang dan jasa pada proyek properti [38, 39].
Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP), yang menguraikan persoalan kompleks
menjadi struktur hierarki dan memberikan bobot prioritas terhadap elemen risiko berdasarkan persepsi ahli
[40]. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner kepada 54 responden yang terlibat langsung dalam pen-
gadaan di sektor properti Jakarta, dengan latar belakang profesi, pendidikan, dan pengalaman yang beragam
[29, 41]. Variabel penelitian dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: risiko biaya, waktu, dan kualitas.
Struktur hierarki risiko disusun sebelum kuesioner disebarkan, diikuti oleh penyusunan matriks perbandingan
berpasangan untuk memperoleh bobot prioritas [31, 42]. Analisis menggunakan AHP untuk mengidentifikasi,
mengukur, dan memprioritaskan faktor risiko, dengan teknik statistik untuk mengevaluasi hubungan antara
ketidakakuratan HPS dan keberhasilan proyek pengadaan [43, 44].

Tabel 1. Skala Pembobotan AHP

Intensitas Kepentingan Keterangan
1 Kedua elemen sama penting
3 Elemen satu sedikit lebih penting
5 Elemen satu lebih penting
7 Elemen satu sangat penting
9 Elemen satu mutlak lebih penting

Sumber: Disusun oleh Penulis, 2025

Tabel 1 menjelaskan skala pembobotan dalam Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mengukur
kepentingan relatif antara dua elemen [45, 46], berkisar dari 1 hingga 9 [47—49]. Penghitungan bobot prioritas
dilakukan dengan pendekatan eigenvector dan divalidasi menggunakan Consistency Ratio (CR) [33, 34]. Bobot
valid digunakan untuk menentukan risiko dominan dan strategi mitigasi, seperti peningkatan akurasi HPS,
pengelolaan risiko yang lebih baik, dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pengadaan
[50].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan responden dari berbagai perusahaan yang terlibat dalam proyek pengadaan
barang dan jasa pada sektor properti di Jakarta selama periode 2020-2023. Responden berasal dari berbagai
latar belakang jabatan, pendidikan, dan pengalaman kerja, mencakup staf operasional hingga level manajerial,
dengan jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga magister. Keberagaman ini memperkaya sudut pandang
dalam analisis risiko HPS, karena mencerminkan kombinasi pengalaman praktis dan pemahaman konseptual
terhadap proses pengadaan. Selain itu, keterlibatan responden laki-laki dan perempuan mencerminkan kolabo-
rasi yang melibatkan berbagai elemen sumber daya manusia dengan beragam perspektif, yang memperkuat va-
liditas temuan penelitian. Responden terlibat dalam proyek dengan tingkat kompleksitas yang berbeda, seperti
renovasi interior, pengembangan coworking space, perbaikan struktur bangunan, pengaspalan, dan pemeli-
haraan fasilitas umum. Keikutsertaan mereka memperkaya pemetaan risiko HPS, karena setiap jenis proyek
menghadirkan potensi risiko yang memerlukan pendekatan mitigasi yang sesuai dan adaptif, menunjukkan
bahwa pengelolaan HPS sangat bergantung pada pemahaman kondisi proyek yang berbeda dan pentingnya
strategi mitigasi yang terintegrasi.

Kinerja pengadaan barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh persepsi risiko yang muncul akibat keti-
dakakuratan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Ketidakakuratan HPS dapat menyebabkan berbagai permasalahan
dalam pengadaan, yang berdampak pada berbagai aspek proyek, seperti biaya, waktu, dan kualitas. Persepsi ini
dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama risiko, yaitu risiko biaya, risiko waktu, dan risiko kualitas.
Setiap kategori risiko memiliki dampak yang berbeda terhadap keberhasilan proyek pengadaan. Risiko biaya,
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misalnya, berhubungan langsung dengan pembengkakan anggaran yang tidak terduga, yang dapat mengganggu
alokasi dana yang sudah direncanakan. Risiko waktu, di sisi lain, berkaitan dengan keterlambatan jadwal yang
dapat menghambat kemajuan proyek secara keseluruhan, sementara risiko kualitas mencakup penurunan kual-
itas barang dan jasa yang diterima, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil akhir proyek.

Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana ketiga kategori risiko tersebut menjadi fokus
utama bagi para responden, dengan mengacu pada data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner. Dalam
analisis ini, akan diperlihatkan bagaimana setiap kategori risiko mempengaruhi pengelolaan pengadaan barang
dan jasa, serta bagaimana persepsi responden terhadap masing-masing kategori dapat memberikan gambaran
yang lebih jelas mengenai prioritas yang perlu diambil dalam strategi mitigasi risiko. Dengan pemahaman yang
mendalam mengenai persepsi risiko, diharapkan pengelolaan HPS dapat ditingkatkan sehingga mengurangi
dampak negatif terhadap kelancaran proyek.

1. Persepsi Responden terhadap Risiko Biaya

Tabel 2. Persepsi Responden terhadap Risiko Biaya

Risiko Biaya N | Min | Max | Mean | Stdev

Ketidakakuratan HPS sering menyebabkan oyerbudget 54 | 5 3.85 | 1.071
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Penetapan HPS yang terlalu rendah (underbudget)
sering menghambat proses pengadaan.

HPS yang tidak sesuai menyebabkan alokasi anggaran tidak

efisien dan berdampak pada hasil proyek.
Perubahan nilai HPS selama tender
meningkatkan risiko anggaran tidak terkendali.
Sumber: Disusun oleh Penulis, 2025

541 2 5 3,94 | 0,738

54| 2 5 4,07 | 0,908

53 2 5 4,25 | 0,648

Berdasarkan Tabel 2, persepsi responden menunjukkan bahwa ketidakakuratan HPS berdampak sig-
nifikan pada pengadaan. Perubahan nilai HPS selama tender meningkatkan ketidakpastian dan
menyulitkan pengendalian anggaran. Kesalahan HPS juga mempengaruhi optimalisasi anggaran, yang
berdampak pada keberhasilan proyek. Meskipun risiko overbudget dan underbudget memiliki nilai rata-
rata lebih rendah, ketidakakuratan HPS tetap menjadi sumber utama ketidakefisienan, sehingga pengelo-
laan HPS yang tepat sangat diperlukan.

2. Persepsi Responden terhadap Risiko Waktu

Tabel 3. Persepsi Responden terhadap Risiko Waktu
Risiko Waktu N | Min | Max | Mean | Stdev
Ketidakakuratan HPS sering menyebabkan 4 ) 5 402 | 0739
keterlambatan proses tender.
Penyesuaian ulang HPS selama pelaksanaan
proyek memperpanjang waktu pengadaan.
HPS yang tidak tepat meningkatkan durasi
negosiasi dengan penyedia barang/jasa.
Ketidakakuratan HPS berpengaruh terhadap ketepatan
penyelesaian jadwal proyek secara keseluruhan.
Sumber: Disusun oleh Penulis, 2025

54 1 5 3,89 | 0,925

54 3 5 4,13 | 0,674

54 2 5 3,70 | 0,964

Berdasarkan Tabel 3, ketidakakuratan HPS berdampak signifikan pada efisiensi waktu dalam pengadaan
barang dan jasa. Risiko utama termasuk keterlambatan tender akibat revisi HPS, yang memperlambat
penyesuaian dokumen dan evaluasi, serta meningkatkan durasi negosiasi dengan penyedia. Selain itu,
penyesuaian HPS selama proyek memperpanjang waktu pengadaan, memengaruhi keseluruhan timeline
proyek. Oleh karena itu, pengelolaan HPS yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi waktu.

3. Persepsi Responden terhadap Risiko Kualitas
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Tabel 4. Persepsi Responden terhadap Risiko Kualitas

Risiko Kualitas N | Min | Max | Mean | Stdev
Ketidakakuratan HPS meningkatkan kemungkinan

penggunaan barang/jasa dengan kualitas di bawah standar. >4 2 > 3,59 1 1,000

Ketidaksesuaian HPS dengan kondisi pasar meningkatkan
risiko spesifikasi barang/jasa tidak terpenuhi. 4 2 > 3.85 10,920
HPS yang tidak realistis m§mengarqh1 kemgmpuan penyedia s4 ) 5 411 | 0744

untuk memberikan kualitas optimal.
HPS yang tidak akur.at berdampak langsung pada hasil s4 ) 5 3.85 | 0.833
proyek yang tidak sesuai dengan harapan.

Sumber: Disusun oleh Penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 4, ketidakakuratan HPS memengaruhi kualitas barang dan jasa dalam proyek pen-
gadaan. HPS yang tidak realistis dapat menghambat penyedia dalam memenuhi standar kualitas optimal,
mengakibatkan hasil proyek tidak sesuai harapan. Selain itu, ketidaksesuaian HPS dengan kondisi pasar
meningkatkan kemungkinan barang atau jasa yang tidak memenubhi spesifikasi, serta memperbesar pelu-
ang penggunaan material berkualitas rendah, yang berdampak pada keberhasilan proyek. Oleh karena
itu, akurasi HPS sangat penting untuk menjaga kualitas hasil pengadaan.

Analisis risiko biaya dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) bertujuan untuk mengiden-
tifikasi dan memprioritaskan risiko akibat ketidakakuratan HPS dalam proyek pengadaan. Proses ini meli-
batkan matriks perbandingan berpasangan pada empat kategori risiko utama: overbudget, underbudget, in-
efisiensi alokasi anggaran, dan ketidakstabilan HPS, untuk mengevaluasi hubungan antar subkategori risiko
dan menghitung bobot prioritasnya.

Langkah awal analisis dimulai dengan penyusunan matriks perbandingan berpasangan untuk masing-
masing kategori risiko biaya. Matriks perbandingan berpasangan untuk setiap kategori risiko biaya disajikan
dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Matriks Perbandingan Risiko Biaya

Overbudget Biaya tak terduga Prioritas terganggu Harga naik
Biaya tak terduga 1.000 1.196 1.197
Prioritas terganggu 0.836 1.000 1.000
Harga naik 0.836 1.000 1.000
Underbudget Proyek sulit Penyedia mundur | Negosiasi lama
Proyek sulit 1.000 1.028 1.075
Penyedia mundur 0.973 1.000 1.046
Negosiasi lama 0.930 0.956 1.000
Inefisiensi Anggaran tak seimbang | Barang tertunda Dana habis
Anggaran tak seimbang 1.000 1.000 0.862
Barang tertunda 1.000 1.000 0.862
Dana habis 1.160 1.160 1.000
Ketidakstabilan Dokumen kacau Rencana meleset
Dokumen kacau 1.000 1.268
Rencana meleset 0.789 1.000

Sumber: Disusun oleh Penulis, 2025

Setelah matriks perbandingan berpasangan disusun, proses selanjutnya adalah normalisasi untuk
memperoleh bobot prioritas yang lebih akurat. Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap elemen dalam
matriks dengan jumlah total kolomnya, sehingga diperoleh nilai yang merepresentasikan pengaruh relatif
masing-masing subkategori risiko terhadap kategori risiko utama. Proses ini bertujuan untuk memastikan
bahwa bobot yang dihitung mencerminkan kontribusi sebenarnya dari setiap subkategori dalam mempengaruhi
potensi masalah dalam pengelolaan risiko pada proyek. Tabel 6 menunjukan hasil normalisasi ini sangat pent-
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ing untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor risiko yang paling signifikan, yang pada gilirannya akan
membantu dalam merumuskan strategi mitigasi yang lebih efektif dan efisien, mengurangi potensi hambatan
dalam pengelolaan proyek secara keseluruhan.

Tabel 6. Hasil Normalisasi Matriks Risiko Biaya

Overbudget Biaya tak terduga Prioritas terganggu Harga naik
Biaya tak terduga 0.374 0.374 0.374
Prioritas terganggu 0.313 0.313 0.313
Harga naik 0.313 0.313 0.313
Underbudget Proyek sulit Penyedia mundur | Negosiasi lama
Proyek sulit 0.344 0.344 0.344
Penyedia mundur 0.335 0.335 0.335
Negosiasi lama 0.320 0.320 0.320
Inefisiensi Anggaran tak seimbang | Barang tertunda Dana habis
Anggaran tak seimbang 0.317 0.317 0.317
Barang tertunda 0.316 0.316 0.316
Dana habis 0.367 0.367 0.367
Ketidakstabilan Dokumen kacau Rencana meleset
Dokumen kacau 0.559 0.559
Rencana meleset 0.441 0.441

Sumber: Disusun oleh Penulis, 2025

Langkah terakhir dalam analisis AHP adalah pengujian konsistensi matriks untuk memastikan evaluasi
perbandingan berpasangan logis dan konsisten, dengan menghitung nilai maksimum eigen (A max), Consis-
tency Index (CI), dan Consistency Ratio (CR). Matriks dianggap konsisten jika CR < 0.1. Tabel 7 menyajikan
hasil bobot prioritas, A max, CI, dan CR untuk kategori risiko biaya.

Tabel 7. Bobot Prioritas dan Pengujian Konsistensi Risiko Biaya

Kategori Risiko | Bobot Prioritas | Amax | CI CR
Overbudget 0.374 5.286 | 0.071 | 0.032
Underbudget 0.335 5.276 | 0.073 | 0.034
Inefisiensi 0.317 5.249 | 0.075 | 0.035
Ketidakstabilan 0.559 5.315 | 0.080 | 0.038

Sumber: Disusun oleh Penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 7, setiap kategori risiko akibat ketidakakuratan HPS memiliki prioritas berbeda,
dengan ketidakstabilan sebagai kategori tertinggi, diikuti oleh overbudget, inefisiensi, dan underbudget.
Temuan ini menunjukkan bahwa akurasi HPS sangat berpengaruh terhadap kelancaran pengadaan, dengan
risiko dominan adalah dokumen kacau akibat revisi berulang yang menghambat jalannya proyek.

1. Ketidakstabilan: Memiliki bobot risiko tertinggi, dengan "Dokumen kacau” (0.559) sebagai faktor
utama. Ketidakakuratan HPS menyebabkan revisi dokumen berulang, mengganggu administrasi dan
proyek. Pengelolaan HPS yang akurat dan penggunaan teknologi digital diperlukan.

2. Overbudget: Risiko utama kedua, dengan “Biaya tak terduga” (0.374) sebagai faktor dominan. Keti-
dakakuratan HPS menyebabkan pembengkakan anggaran. Pengelolaan risiko overbudget harus meli-
batkan cadangan dana dan negosiasi harga fleksibel.

3. Inefisiensi: Subkategori “Dana habis” (0.367) menunjukkan alokasi dana yang tidak tepat membatasi
anggaran untuk kebutuhan strategis. Pengelolaan anggaran yang ketat diperlukan untuk efisiensi peng-
gunaan dana.

4. Underbudget: Risiko terendah, dapat menghambat proyek karena anggaran tidak mencukupi. Penyedia
mungkin enggan berpartisipasi jika harga tidak kompetitif, berisiko menunda proyek akibat minimnya
penyedia berkualitas.
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Berdasarkan analisis, ketidakstabilan dokumen merupakan risiko tertinggi, diikuti oleh overbudget, in-
efisiensi, dan underbudget. Dokumen kacau menghambat pengadaan akibat revisi berulang. Biaya tak terduga,
dana habis, dan proyek terhambat juga perlu diperhatikan. Strategi mitigasi seperti peningkatan akurasi HPS,
pemantauan anggaran ketat, dan optimalisasi administrasi berbasis digital diperlukan untuk efisiensi proyek.

Analisis risiko waktu dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) bertujuan untuk mengi-
dentifikasi dan memprioritaskan risiko akibat ketidakakuratan HPS dalam pengadaan. Empat kategori utama
yang dianalisis adalah keterlambatan tender, negosiasi lama, penyesuaian HPS, dan gangguan jadwal. Matriks
perbandingan berpasangan digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar risiko dan menentukan bobot prior-
itas. Tabel 8 menunjukkan prioritas kategori risiko waktu dan faktor yang perlu diutamakan dalam pengelolaan
waktu proyek, sebagai langkah awal untuk strategi mitigasi yang lebih efektif.

Tabel 8. Matriks Perbandingan Risiko Waktu

Keterlambatan Tender Evaluasi lambat Jadwal mundur | Dokumen kurang
Evaluasi lambat 1.000 1.129 1.030
Jadwal mundur 0.886 1.000 0.912

Dokumen kurang 0.971 1.096 1.000
Negosiasi Lama Negosiasi rumit Tawaran lambat | Kesepakatan sulit
Negosiasi rumit 1.000 1.144 1.133
Tawaran lambat 0.874 1.000 0.991
Kesepakatan sulit 0.882 1.009 1.000
Penyesuaian HPS Jadwal revisi Eksekusi mundur | Koordinasi sulit
Jadwal revisi 1.000 0.935 0.935
Eksekusi mundur 1.069 1.000 1.000
Koordinasi sulit 1.069 1.000 1.000
Gangguan Jadwal Aktivitas terganggu | Timeline berubah
Aktivitas terganggu 0.513 2.000 0.000
Timeline berubah 0.487 0.000 1.000

Sumber: Disusun oleh Penulis, 2025

Setelah matriks perbandingan disusun, langkah selanjutnya adalah normalisasi matriks dengan mem-
bagi setiap elemen dengan total kolomnya. Tabel 9 menunjukkan pengaruh relatif setiap subkategori risiko
terhadap kategori utama dan menghasilkan bobot prioritas yang memberikan informasi kuantitatif mengenai
kontribusi masing-masing risiko dalam pengelolaan waktu proyek.

Tabel 9. Hasil Normalisasi Matriks Risiko Waktu

Keterlambatan Tender Evaluasi lambat Jadwal mundur | Dokumen kurang
Evaluasi lambat 0.350 0.350 0.350
Jadwal mundur 0.310 0.310 0.310

Dokumen kurang 0.340 0.340 0.340
Negosiasi Lama Negosiasi rumit Tawaran lambat | Kesepakatan sulit
Negosiasi rumit 0.363 0.363 0.363
Tawaran lambat 0.317 0.317 0.317
Kesepakatan sulit 0.320 0.320 0.320
Penyesuaian HPS Jadwal revisi Eksekusi mundur | Koordinasi sulit
Jadwal revisi 0.319 0.319 0.319
Eksekusi mundur 0.341 0.341 0.341
Koordinasi sulit 0.341 0.341 0.341
Gangguan Jadwal Aktivitas terganggu | Timeline berubah
Aktivitas terganggu 0.513 0.513 0.000
Timeline berubah 0.487 0.487 0.000

Sumber: Disusun oleh Penulis, 2025
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Langkah terakhir dalam analisis AHP adalah pengujian konsistensi matriks untuk memastikan eval-
uasi perbandingan berpasangan logis dan konsisten, dengan menghitung A max, Consistency Index (CI), dan
Consistency Ratio (CR). Matriks dinyatakan konsisten jika CR < 0.1. Tabel 10 menyajikan hasil bobot priori-
tas, A max, CI, dan CR untuk setiap kategori risiko waktu.

Tabel 10. Bobot Prioritas dan Pengujian Konsistensi Risiko Waktu

Kategori Risiko Bobot Prioritas | Amax | CI CR
Keterlambatan Tender 0.350 5.286 | 0.071 | 0.032
Negosiasi Lama 0.317 5.276 | 0.073 | 0.034
Penyesuaian HPS 0.341 5.249 | 0.075 | 0.035
Gangguan Jadwal 0.513 5.315 | 0.080 | 0.038

Sumber: Disusun oleh Penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 10, setiap kategori risiko memiliki prioritas berbeda. Gangguan jadwal memiliki
bobot tertinggi, diikuti oleh keterlambatan tender, negosiasi lama, dan penyesuaian HPS. Hal ini menunjukkan
bahwa stabilitas jadwal sangat mempengaruhi kelancaran pengadaan, karena ketidaktepatan perencanaan atau
eksekusi dapat menyebabkan keterlambatan proyek yang berdampak pada efisiensi pengadaan.

1. Gangguan Jadwal Kategori gangguan jadwal memiliki bobot risiko tertinggi, dengan “Aktivitas ter-
ganggu” (0.513) dan “Timeline berubah” (0.487) sebagai faktor utama. Gangguan aktivitas menye-
babkan ketidaksesuaian antara jadwal dan pelaksanaan, berisiko menunda pengadaan. Perubahan time-
line menghambat penyelesaian sesuai target dan dapat meningkatkan biaya operasional. Pengelolaan
jadwal yang ketat dan pemantauan progres secara berkala diperlukan untuk meminimalkan keterlam-
batan dan memastikan pengadaan berjalan sesuai perencanaan.

2. Keterlambatan Tender Kategori keterlambatan tender menjadi risiko utama kedua, dengan “Evaluasi
lambat” (0.350) sebagai faktor tertinggi, diikuti oleh "Dokumen kurang” (0.340) dan “Jadwal mundur”
(0.310). Keterlambatan evaluasi menghambat pengadaan sesuai target waktu, sementara kekurangan
dokumen memperpanjang proses tender. Pengelolaan dokumen dan sistem evaluasi tender perlu diper-
baiki dengan mempercepat evaluasi, menyempurnakan administrasi pengadaan, dan meningkatkan pe-
mantauan tender agar setiap tahap pengadaan berjalan sesuai jadwal.

3. Negosiasi Lama Kategori negosiasi lama memiliki subkategori risiko "Negosiasi rumit” (0.363), diikuti
oleh ”Kesepakatan sulit” (0.320) dan "Tawaran lambat” (0.317). Proses negosiasi yang panjang meng-
hambat pengambilan keputusan dan pengadaan barang/jasa. Kesulitan mencapai kesepakatan antara pi-
hak pengadaan dan penyedia barang/jasa menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi
negosiasi yang lebih efektif, seperti meningkatkan koordinasi, mempercepat validasi penawaran, dan
menyederhanakan persetujuan kontrak untuk mempercepat keputusan.

4. Penyesuaian HPS Kategori penyesuaian HPS memiliki subkategori risiko Eksekusi mundur” dan “Ko-
ordinasi sulit” sebagai faktor utama (0.341), diikuti oleh Jadwal revisi” (0.319). Ketidaktepatan HPS
menyebabkan perlunya revisi harga atau penyesuaian terhadap kondisi pasar, memperlambat pengadaan.
Koordinasi yang tidak efektif antara tim pengadaan dan penyedia jasa juga menambah keterlambatan.
Diperlukan pengelolaan HPS yang lebih fleksibel dengan optimasi pemantauan harga pasar, koordinasi
antar-tim, dan penyesuaian HPS yang lebih cepat agar pengadaan berjalan efisien.

Berdasarkan analisis, gangguan jadwal adalah risiko utama, diikuti oleh keterlambatan tender, negosi-
asi lama, dan penyesuaian HPS. Gangguan aktivitas menjadi faktor dominan karena dapat menghambat kelan-
caran pengadaan akibat perubahan timeline dan koordinasi yang tidak optimal. Evaluasi yang lambat, negosiasi
berlarut, dan revisi HPS yang sering juga menjadi perhatian dalam pengelolaan risiko waktu. Ketidaktepatan
HPS memperlambat proses dan menurunkan efisiensi tim proyek.

Analisis risiko kualitas menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dilakukan untuk
memprioritaskan risiko akibat ketidakakuratan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proyek pengadaan. Proses
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ini melibatkan penyusunan matriks perbandingan berpasangan pada empat kategori risiko utama: kualitas bu-
ruk, spesifikasi tidak terpenuhi, kemampuan penyedia, dan hasil proyek buruk. Matriks ini digunakan untuk
mengevaluasi hubungan antar subkategori risiko dan menghitung bobot prioritasnya. Bobot prioritas tersebut
membantu memahami pengaruh relatif setiap risiko terhadap keberhasilan pengelolaan kualitas proyek. Hasil
matriks perbandingan risiko kualitas disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 11. Matriks Perbandingan Risiko Kualitas

Kualitas Buruk Barang buruk Barang murah
Barang buruk 1.000 0.951
Barang murah 1.052 1.000
Spesifikasi Tidak Terpenuhi | Barang tak sesuai | Spesifikasi sulit | Barang tidak standar
Barang tak sesuai 1.000 1.134 1.206
Spesifikasi sulit 0.882 1.000 1.063
Barang tidak standar 0.829 0.940 1.000
Kemampuan Penyedia Penyedia mundur | Standar turun Barang gagal
Penyedia mundur 1.000 1.030 1.047
Standar turun 0.971 1.000 1.016
Barang gagal 0.956 0.984 1.000
Hasil Proyek Buruk Butuh perbaikan Hasil meleset
Butuh perbaikan 1.000 1.081
Hasil meleset 0.925 1.000

Sumber: Disusun oleh Penulis, 2025

Setelah matriks perbandingan berpasangan disusun, langkah berikutnya adalah normalisasi matriks.
Proses normalisasi dilakukan dengan membagi setiap elemen dalam matriks dengan jumlah total kolomnya.
Hasil normalisasi menunjukkan tingkat pengaruh relatif setiap subkategori risiko terhadap kategori risiko
utama. Tabel 12 menunjukan bahwa normalisasi ini menghasilkan bobot prioritas, yang memberikan infor-
masi kuantitatif mengenai kontribusi masing-masing subkategori risiko terhadap potensi permasalahan dalam
pengelolaan kualitas proyek.

Tabel 12. Hasil Normalisasi Matriks Risiko Kualitas
Kualitas Buruk Barang buruk Barang murah
Barang buruk 0.487 0.487
Barang murah 0.513 0.513
Spesifikasi Tidak Terpenuhi | Barang tak sesuai | Spesifikasi sulit | Barang tidak standar
Barang tak sesuai 0.369 0.369 0.369
Spesifikasi sulit 0.325 0.325 0.325
Barang tidak standar 0.306 0.306 0.306
Kemampuan Penyedia Penyedia mundur | Standar turun Barang gagal
Penyedia mundur 0.342 0.342 0.342
Standar turun 0.332 0.332 0.332
Barang gagal 0.327 0.327 0.327
Hasil Proyek Buruk Butuh perbaikan | Hasil meleset
Butuh perbaikan 0.519 0.519
Hasil meleset 0.481 0.481

Sumber: Disusun oleh Penulis, 2025

Langkah terakhir dalam analisis menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah
pengujian konsistensi matriks untuk memastikan bahwa evaluasi perbandingan berpasangan pada risiko kuali-
tas dilakukan secara logis dan konsisten. Proses pengujian ini melibatkan perhitungan nilai maksimum eigen (A
max), Consistency Index (CI), dan Consistency Ratio (CR), yang berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana
perbandingan antar elemen risiko kualitas tetap konsisten. Matriks akan dianggap konsisten apabila nilai CR
< 0.1, yang menunjukkan bahwa hubungan antar elemen dalam matriks tidak bertentangan secara matematis
dan dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
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Tabel 13. Bobot Prioritas dan Pengujian Konsistensi Risiko Kualitas

Kategori Risiko Sub Kategori Risiko | Bobot | Amax | CI | CR
Kualitas Buruk Barang buruk 0.487 | 2.000 | 0.000 | 0.000
Barang murah 0.513

Spesifikasi Tidak Terpenuhi Barang tak sesuai 0.369 | 3.000 | 0.000 | 0.000
Spesifikasi sulit 0.325
Barang tidak standar | 0.306

Kemampuan Penyedia Penyedia mundur 0.342 | 3.000 | 0.000 | 0.000
Standar turun 0.332
Barang gagal 0.327

Hasil Proyek Buruk Butuh perbaikan 0.519 | 2.000 | 0.000 | 0.000
Hasil meleset 0.481

Sumber: Disusun oleh Penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 13, setiap kategori risiko kualitas dalam pengadaan memiliki prioritas berbeda.
Hasil proyek buruk memiliki bobot tertinggi, diikuti oleh kualitas buruk, spesifikasi tidak terpenuhi, dan
kemampuan penyedia. Ketidaksesuaian barang dengan standar dapat mempengaruhi efisiensi proyek dan
meningkatkan biaya akibat perbaikan atau penggantian barang.

1. Hasil Proyek Buruk: Faktor risiko tertinggi, dengan “Butuh perbaikan” (0.519) sebagai faktor utama.
Barang atau jasa yang tidak sesuai standar dapat menurunkan kualitas, meningkatkan biaya, dan menye-
babkan keterlambatan. Pengawasan kualitas yang ketat diperlukan.

2. Kualitas Buruk: Risiko kedua tertinggi, dengan “Barang murah” (0.513) sebagai faktor dominan.
Barang murah seringkali kurang berkualitas. Seleksi penyedia yang ketat diperlukan untuk menjaga
kualitas.

3. Spesifikasi Tidak Terpenuhi: “Barang tak sesuai” (0.369) sebagai faktor utama. Barang yang tidak
sesuai spesifikasi dapat menghambat proyek dan memerlukan revisi. Pemantauan spesifikasi dan koor-
dinasi yang ketat dibutuhkan.

4. Kemampuan Penyedia: Risiko utama adalah “Penyedia mundur” (0.342). Penyedia yang tidak
memenuhi kontrak dapat mengganggu pengadaan. Seleksi penyedia yang ketat dan pemantauan kin-
erja diperlukan.

Berdasarkan analisis, risiko hasil proyek buruk memiliki bobot tertinggi, diikuti oleh kualitas buruk,
spesifikasi tidak terpenuhi, dan kemampuan penyedia. Kebutuhan perbaikan menjadi faktor dominan karena
menghambat kelancaran proyek. Pengadaan barang murah, spesifikasi sulit dipenuhi, dan ketidakmampuan
penyedia juga menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, strategi mitigasi seperti penguatan pemantauan kuali-
tas, peningkatan standar seleksi penyedia, dan optimalisasi pengawasan diperlukan agar proyek berjalan efisien
dan sesuai standar.

Ketidakakuratan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdampak signifikan terhadap pengadaan barang dan
jasa. Analisis dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) menunjukkan bahwa risiko biaya, waktu,
dan kualitas terdampak akibat ketidaktepatan HPS, dengan subkategori dominan pada masing-masing risiko,
yaitu dokumen kacau (biaya), aktivitas terganggu (waktu), dan butuh perbaikan (kualitas).

1. Risiko Biaya: Dokumen kacau menjadi faktor risiko dominan, menghambat pengadaan akibat revisi
berulang yang disebabkan oleh ketidakakuratan HPS. Hal ini meningkatkan keterlambatan dan beban
kerja tim pengadaan, serta mengarah pada kesalahan dalam administrasi kontrak. Solusi termasuk pem-
baruan data harga pasar dan penerapan teknologi digital untuk mengurangi kesalahan administratif.

2. Risiko Waktu: Gangguan jadwal menjadi faktor dominan, dengan revisi HPS yang memperlambat proses
pengadaan. Keterlambatan ini juga mengganggu efisiensi operasional proyek dan menyebabkan biaya
operasional yang tidak terduga. Digitalisasi pengadaan seperti e-procurement dapat mempercepat evalu-
asi dokumen dan mengurangi keterlambatan.
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3. Risiko Kualitas: Hasil proyek buruk menjadi risiko kualitas utama, akibat penggunaan material berkual-
itas rendah atau pengurangan standar proyek akibat ketidakakuratan HPS. Untuk mengurangi risiko ini,
perusahaan perlu menetapkan standar kualitas ketat, melakukan audit penyedia, dan menggunakan sistem
evaluasi berbasis teknologi untuk memastikan kualitas pengadaan.

Strategi mitigasi risiko akibat ketidakakuratan HPS meliputi peningkatan akurasi penetapan HPS, per-
baikan proses pengadaan, dan adopsi teknologi digital. Integrasi data harga pasar terkini dan basis data historis
dapat meningkatkan akurasi HPS, sementara kolaborasi tim pengadaan memastikan HPS realistis. Penerapan
e-procurement dapat mempercepat evaluasi dan penyesuaian HPS. Risiko kualitas dapat diminimalkan dengan
spesifikasi teknis rinci, seleksi penyedia berkualitas, dan pengawasan ketat. Strategi ini diharapkan mengurangi
ketidakakuratan HPS, mengurangi risiko, dan meningkatkan kualitas pengadaan, mendukung tujuan proyek
yang efisien.

5. IMPLIKASI PENELITIAN

Penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis dalam pengelolaan risiko
pengadaan barang dan jasa, khususnya yang berkaitan dengan akurasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Secara
teoritis, penelitian ini memperkaya literatur manajemen risiko dengan pendekatan kuantitatif melalui metode
Analytical Hierarchy Process (AHP), serta mendasari pengembangan strategi mitigasi yang lebih sistematis.
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pen-
gadaan melalui penyusunan HPS yang lebih akurat, pemanfaatan data pasar terkini, dan penerapan teknologi
digital seperti e-procurement. Penelitian ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs), terutama Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, serta Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang
Bertanggung Jawab.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, ketidakakuratan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan barang dan
jasa pada proyek properti berdampak signifikan terhadap efisiensi biaya, waktu, dan kualitas. Ketidakaku-
ratan HPS menyebabkan revisi anggaran yang tidak efisien, keterlambatan pengadaan, serta penurunan kual-
itas barang atau jasa yang diterima. Risiko biaya, waktu, dan kualitas menjadi faktor utama yang mempen-
garuhi efektivitas pengadaan, dengan ketidakstabilan dokumen dan overbudget sebagai risiko biaya dominan,
gangguan jadwal sebagai risiko waktu, dan kualitas proyek yang buruk akibat ketidaksesuaian spesifikasi dan
penyedia yang tidak memenuhi kontrak. Untuk mengurangi dampak tersebut, strategi mitigasi yang diusulkan
antara lain pembaruan HPS dengan data pasar terkini, survei harga rutin, pelatihan tim pengadaan, penerapan
teknologi digital seperti e-procurement, dan pengawasan kualitas yang lebih ketat. Strategi ini bertujuan untuk
meningkatkan akurasi HPS, mempercepat proses pengadaan, dan memastikan kualitas proyek tetap terjaga,
sambil meminimalkan risiko overbudget dan keterlambatan.

7. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar perusahaan mengintegrasikan proses pengadaan dengan
sistem digital seperti e-procurement untuk meningkatkan akurasi data real-time dan efektivitas pengelolaan
HPS, serta rutin melakukan survei harga pasar dan menyusun SOP khusus terkait identifikasi dan mitigasi
risiko pengadaan. Bagi tim pengadaan, penting untuk memperkuat kompetensi melalui pelatihan teknis dan
manajerial, serta melibatkan tenaga ahli dalam proses penetapan HPS, terutama untuk proyek dengan tingkat
kompleksitas tinggi. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan kajian yang memperluas cakupan risiko, ter-
masuk pengaruh regulasi dan fluktuasi pasar, serta pengembangan model analisis risiko yang berbasis teknologi
seperti artificial intelligence dan machine learning guna mengidentifikasi risiko secara lebih cepat dan akurat.
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